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' PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG

TANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
'BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SKPD DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BAGIAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

Vienimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan objekif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dalam
rangka memacu produktivitas, meningkatkan disiplin
dan meningkatkan kesejahteraan pegawai,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Musi Banyuasin tentang Standar Biaya Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi
Pegawali Negeri Sipil Pada SKPD Dinas
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Bagian
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355); »

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural I (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pememrintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentahg
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik-Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  serta
Penyampaian;




19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoan Evaluasi Jabatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
05 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Tahun 77};

MEMUTUSKAN :

Jdenetapkan : STANDAR BIAYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA SKPD DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN BAGIAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan :

1:

23

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut Azas Otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip

' seluasnya-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

Bagian Protokol adalah Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin;

Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawali

Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang ditugaskan pada
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; ‘

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan Tugas, Kewajiban,
Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai;

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan Tugas,
Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;

Tambahan Penghasilan (TP} adalah Tambahan Penghasilan yang
diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan

" kesejahteraan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;

17.

18.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui
beban kerja normal;

Sasaran Kkerja pegawai atau disingkat dengan SKP merupakan
rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan
didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan
yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja
organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus
mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang -
telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (end result) secara
nyata dan terukur;
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna
Anggaran,;

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan
Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD;

.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang

diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
KEDUDUKAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Baglan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 3

Besaran dan rincian Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada SKPD Dinas
Pendapatan,Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Bagian Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak

+ terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri
Sipil Pada SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Bagian
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini di berikan terhitung
sejak bulan Januari 2015;

Pasal 5

Segala Biaya yang di keluarkan sebagai akibat dikeluarkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015;
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Pasal 6

Dengan telah dikeluarkannya peraturan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Musi Banyuasin Nomor 0140 Tahun 2014 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri
Sipil pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor
0144 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0147 Tahun 2014 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin. : '

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 29 Desemier 2014

/BUPATI-MUSI BANYUASIN

/

Di* ndangkan di Sekayu
Pa atanggal 29 Deterpier 2014

~§£%{/RETARIS DAERAH
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Lampiran [  : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 46 Tahun 2014

Tanggal L 2¢) Degmer 2014

Bf SARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BI :DASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SKPD
Dl AS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
Bs DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BAGIAN PROTOKOL
St (RETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I Kelompok Jenis Golongan E:;Z;r;};igﬁr?%ﬁzg

] Sekretaris Daerah Kab. Muba Rp. 15.000.000,-

z Kepala Dihas/Badan,Instansi,Asisten Setda | Rp. 14.000.000,-
Kab. Muba R

& Sekretaris Dinas/Badan/Instansi/Kepala Rp. 13.500.000,-
Bagian

4 Kepala Bidang Dinas/Badan/instansi Rp. 12.500.000,-

e Kepala Sub.Bagian/Kepala Sub.Bidang/ Rp. 9.500.000,-
Kepala Seksi

€ Staf Golongan I Rp. 4.500.000,-

7 Staf Golongan 1I Rp. 5.500.000,-

& Staf Golongan III Rp. 7.000.000,-

¢ | Staf Golongan IV Rp. 8.000.000,-

1 .| Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Rp. 7.000.000,-
DPPKAD Kab.Muba

I .| Kasubbag TU UPT. DPPKAD Kab.Muba Rp. 6.000.000,-

1 .| Staf UPT DPPKAD Golongan III Rp. 5.000.000,-

1 . | Staf UPT DPPKAD Golongan II Rp. 4.000.000,-

1 .| Staf UPT DPPKAD Golongan I Rp. 3.500.000,-

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal & Ceember 2014

‘B;IP;;ArQiM-USI BANYUASIN
. J ;\i;;‘
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' H. PAHRI AZHARI




